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LAMPIRAN IV

BATASAN MINIMUM PEMURNIAN LANJUT

PRODUK SAMPING ATAU SISA HASIL PEMURNIAN KOMODITAS TAMBANG MINERAL LOGAM

No.

Komoditas

Lumpur Anoda

Batasan Minimum Pemurnian r
Lanjat |

Keterangan

Logam Au z 99%;
Logam Ag > 99%;
Logam Se & 90%;

> a0 op

dan Bullion Pb.

Bullion Pb 2 90%; dan/atau
Sisa hasil pemumian Au, Ag, Se,

h. Logam W 2 90%;
¢. TazOs =z 90%;

e %Ban_ z B{)%._

2. | Terak dari hasil pemurnian konsen-t;t tin;a_h a._Logam Sn 2 99,90%

d. Nb:Os2 90%; dan/atau
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PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Bahwa dalam rangka melaksanakan keten-
tuan Pasal 84 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Ta-
hun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam 2.
Negeri tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang
Milik Daerah;

| Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 3.
' Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamba-
han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587) sebagaimana telah diubah beberapa Kkali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerin-
tahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indone-
sia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 |

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Dae-
rah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Berita Negara Republik Ir donesia Tahun
2016 Nomeor 547).
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
PENGGOLONGAN DAN KODEFIKAS!I BARANG MILIK
DAERAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud
dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indo-
nesia yang memegang kekuasaan pemerintahan
negara Republik Indonesia yang dibantu oleh
Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimak-
sud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan
urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia seb-
agaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Kepala Daerah adalah Gubernur bagi Daerah
Provinsi atau Bupati bagi Daerah Kabupaten atau
Walikota bagi Daerah Kota.

5. Barang milik daerah adalah semua barang yang
dibeli atau.diperoleh atas beban APBD atau ber-
asal dari perolehan lainnya yang sah.

6. Penggolongan adalah kegiatan untuk menetap-
kan secara sistematik ke dalam akun, kelompok,
jenis, objek,rincian objek, sub rincian objek dan
subsubrincian objek.

7. Kodefikasi Barang adalah pemberian kode barang
milik daerah sesuai dengan penggolongan mas-
ing-masing barang milik daerah.

BAB I
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri adalah:
a. Kodefikasi barang;

b. Kode lokasi; dan

¢. Kode register.

BAB lll
KODEFIKAS|I BARANG
Pasal 3
{1) Kodefikasi barang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf a, ditujukanbagi pemerintah daerah
dalam melakukan kodefikasi yang menggambar-

kan kode akun, kode kelompok, kode jenis, kode |

objek, kode rincian objek, kode sub rincian objek-
dan kode sub-sub rincian objekbarang milik dae-
rah.

{2} Dalam hal tidak tersedia kode barang pada sub-
sub rincian objek, dapat dilakukan penambahan
kode barang yang ditetapkan dengan keputusan
kepala daerah.

(3} Keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud
pada avat (2) dilaporkan kepada Menteri Dalam
Negeri.

Pasal 4

Kodefikasi barang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi: '
level 1 menunjukkan kode akun;
level 2 menunjukkan kode kelompok;
level 3 menunjukkan kode jenis;
level 4 menunjukkan kode objek;
level 5 menunjukkan kode rincian objek;
level 6 menunjukkan kode subrincian objek; dan
level 7 menunjukkan kode sub-sub rincian objek.

@ feo a0 oo

BAB IV
KODE LOKASI
Pasal 5
Kode lokasisebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf b, ditujukan bagi pemerintah daerah
datam melakukan kode lokasi yang menggambarkan
lokasi masing-masing barang milik daerah.

Pasal 6
{1} Kode lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 meliputi:
a. barang milik pemerintah pusat (kode 00);
b. barang milik pemerintah daerah provinsi (kode
11);
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(2)

(3)

(4)

(5)

(1

(2)

(3}
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c. barang milik pemerintah daerah kabupaten/
kota (kode 12); dan

d. barang milik lainnya (kode 13).

Kode lokasi barang milik pemerintah daerah
provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b merupakan kode lokasi untuk memenuhi
kebutuhan pelaporan barang milik daerah dan pe-
nyajian neraca pemerintah daerah provinsi.

Kode lokasi barang milik pemerintah daerah kabu-
paten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

oleh Gubernur/Bupati/Walikota.
BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8
Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini,
maka pengaturan penggolongan dan kodefikasi ba-
rang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
512 ayat {2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor |
19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang
Milik Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

huruf ¢ merupakan kode lokasi untuk memenuhi |

kebutuhan pelaporan barang milik daerah dan
penyajian neraca pemerintah daerah kabupaten/
kota.

Kode lokasi barang milik sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) huruf a, huruf ¢, dan huruf d,
digunakan oleh pemerintah provinsi apabila ter-
dapat barang milik pemerintah pusat, barang mi-
lik pemerintah kabupaten/kota, dan barang milik
lainnyayang berada pada pemerintah provinsi.
Kode lokasi barang milik sebagaimana dimaksud
pada ayat {1) huruf a, huruf b, dan huruf d, digu-
nakan oleh pemerintah kabupaten/kota apabila ter-
dapat barang milik pemerintah pusat, barang milik
pemerintah provinsi, dan barang milik lainnyayang
berada pada pemerintah kabupaten/kota.

BAB V
KODE REGISTER

Pasal 7
Kode register sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 huruf cmeliputi:
a. kode lokasi dan tahun perolehan; dan
b. kode barang dan nomor urut pendaftaran.
Kode register sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan pada setiap barang milik daerah dan
dapat ditambahkan kode register dalam bentuk
kode batang (bar code).
Setiap barang milik daerah diberikan label kode
register sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dikecualikan:
a Persediaan;
b. Aset Tetap Renovasi (ATR);
¢. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
d. Akur\nulasi penyusutan;
e. Akumulasi Amortisasi;
f. Aset Tidak Berwujud (ATB); dan
g. Barang milik daerah lainnya y ng ditetapkan

BAB VIi
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9
Penggolongan dan kodefikasi barang milik
daerah dilakukan paling lambat 3 (tiga} tahun sejak
Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB Vil
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang-
gal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indo-
nesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2016
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016.
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
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